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Skripsi yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas Vertikal Dan Akuntabilitas 
Horizontal Terhadap Laporan Asurans Independen Dana Kampanye (Studi pada 
Parpol X dan Y di Jawa Timur dalam Pemilu 2019)” ini merupakan penelitian 
kuantitatif yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama tentang 
pengaruh akuntabilitas vertikal terhadap laporan asurans independen dana 
kampanye; kedua tentang pengaruh akuntabilitas horizontal terhadap laporan 
asurans independen dana kampanye; dan ketiga terkait pengaruh akuntabilitas 
vertikal dan horizontal terhadap laporan asurans independen dana kampanye. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 608 laporan dana kampanye partai politik 
dengan sampel 76 laporan dana kampanye partai politik yang telah di audit oleh 
KAP. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Purposive Sampling.  
Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas 
Vertikal berpengaruh positif terhadap laporan asurans independen dana kampanye 
yang berarti bahwa semakin baik pertanggungjawaban laporan dana kampanye 
kepada pihak dengan otoritas lebih tinggi maka opini patuh yang diperoleh dalam 
laporan asurans independen semakin tinggi; Akuntabilitas Horizontal tidak 
berpengaruh terhadap laporan asurans independen dana kampanye yang berarti 
pertanggungjawaban kepada publik tidak bisa dijadikan acuan dalam memberikan 
opini patuh dalam laporan asurans independen. Namun secara simultan 
akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal berpengaruh positif terhadap 
laporan asurans independen dana kampanye.  
Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti untuk KPU diharapkan 
memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada partai politik terkait penyusunan 
laporan dana kampanye agar partai politik dapat menyusun laporan dana kampanye 
sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Serta adanya KPU harus memberikan 
sanksi terhadap partai politik yang melanggar peraturan dalam penyusunan dan 
pelaporan dana kampanye.  
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A. Latar Belakang 
 
Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. 
Sistem demokrasi di Indonesia ini terwujud karena rakyat Indonesia yang patuh 
terhadap hukum atau Undang-Undang yang berlaku, tidak hanya itu tetapi negara 
Indonesia juga memberikan hak suara kepada rakyat untuk menentukan pilihan atas 
aturan UU yang baik dan benar. Karena kekuatan sistem demokrasi dalam 
berbangsa dan bernegara berada di tangan rakyat. Menurut David Held dalam 
Suswantoro demokrasi dalam suatu negara sangat penting, karena demokrasi 
mempunyai mekanisme dasar untuk dapat menolak atau menerima konsepsi apa 
pun tentang kebaikan politik, dan sekaligus lebih bisa menerima apa yang dibuat 
‘oleh masyarakat’ itu sendiri.1 Dengan adannya sistem demokrasi, rakyat Indonesia 
mempunyai hak suara untuk memilih siapa wakil-wakil yang pantas menduduki 
kursi pemerintah dan pemimpin Negara Indonesia. Pengumpulan hak suara rakyat 
tersebut dilaksanakan dalam program pemerintah yaitu pemilihan umum.  
Pemilihan umum juga dilakukan sebagai proses politik yang akan diikuti 
rakyat untuk memberikan kepercayaan kepada perwakilan yang telah ditunjuk 
                                                          
1 Gunawan Suswantoro, Pengawasan Pemilu Partisipatif (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015). 
 


































menjadi anggota legislatif atau pejabat eksekutif di pemerintahan. Pelaksanaan 
pemilu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 
Dalam pelaksanaan pemilu terdapat peserta pemilu diantaranya adalah partai politik 
untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD 
kabupaten/kota, perorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang 
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden.  
Partai politik berperan penting dalam proses interaksi antara negara dan 
masyarakat untuk mewujudkan kebijakan publik. Selain itu, partai politik juga 
diperlukan untuk menampung aspirasi rakyat berupa tuntutan dan kepentingan yang 
beragam yang nantinya akan disampaikan dalam berbagai cara.2 Negara lain juga 
mempunyai partai politik, namun bentuk dan ketentuan hukum partai politik 
disetiap negara berbeda sesuai dengan sistem politik yang diterapkan di negara 
tersebut. Untuk menciptakan pemerintahan yang berwibawa dan baik adalah 
dengan mewujudkan demokrasi yang kredibilitas. Demokrasi kredibilitas dibangun 
dengan menciptakan partai politik yang sehat dan kredibel. Demokrasi kredibilitas 
tidak akan terbentuk tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas yang jelas atas 
pembiayaan partai politik, keuangan partai politik, serta pembiayaan pada saat 
kegiatan pemilihan umum atau yang biasa disebut sebagai kampanye.3 
                                                          
2 Anwar Arifin, Perspektif Ilmu Politik (Jakarta: Pustaka Indonesia Jakarta, 2013). 
3 Abdul Halim and Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Sektor Publik (Jakarta: Salemba Empat, 
2014). 
 


































Pertanggungjawaban keuangan partai politik yang transparan merupakan 
bentuk kepatuhan terhadap undang-undang partai politik dan undang-undang 
peserta pemilu. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai politik 
adalah menyampaikan Laporan Dana Kampanye. Pelaporan dana kampanye peserta 
pemilu atau partai politik akan menjadi laporan yang menunjukkan kualitas 
keuangan pada calon legislatif dalam partai politik tersebut. Laporan dana 
kampanye peserta pemilu harus dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan 
berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.4 
Penelitian Bayu dkk, keterbukaan dan pertanggungjawaban laporan dana 
kampanye partai politik yang telah di audit oleh Akuntan Publik (AP) dan 
dilaporkan kepada KPU merupakan proses politik untuk menguji prinsip 
transparansi dan akuntabilitas dana kampanye kepada pemerintahan dan 
masyarakat.5 Transparansi dan akuntabilitas dalam laporan dana kampanye sangat 
penting, karena jika laporan dana kampanye tidak menerapkan prinsip tersebut 
calon legislatif dan calon pejabat eksekutif yang terpilih akan mudah dijangkiti 
penyakit korupsi dan penyalahgunaan wewenang, tidak hanya itu saja tetapi juga 
akan merusak masa depan negara karena peserta pemilu dengan tata kelola dana 
kampanye yang buruk akan gagal dalam mengelola negara dan pemerintahan. Oleh 
karena itu partai politik harus memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan 
demi rakyat yang diwakilkan, harus bebas dari politik uang dan penyalahgunaan 
                                                          
4 “PKPU No. 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilu” (2018). 
5 Andini Bayu Nurcahyo, Frenqui Monteiro, and Soebandi, “Analisis Kepatuhan, Transparansi 
Dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pengelolaan Penerimaan Dan 
Penggunaan Dana Kampanye (Studi Kasus Di KPU Kabupaten Sidoarjo),” Media Mahardhika 
Vo. 17 No. (2018). 
 


































wewenang dari pihak yang berkepentingan. Menurut penelitian yang dilakukan 
oleh Fitriyah, politik uang atau yang umumnya dikenal money politics adalah 
pemberian uang atau barang, atau fasilitas, dan janji kepada orang-orang agar 
seseorang dapat dipilih untuk menjadi anggota legislatif, maupun pejabat 
eksekutif.6 Berbeda dengan penelitian Yayuk menjelaskan bahwa dana yang 
dikeluarkan oleh partai politik untuk kegiatan kampanye tidaklah sedikit. Oleh 
karena itu, tata kelola dana kampanye sangat dibutuhkan agar partai politik terbebas 
dari segala tuduhan yang berkaitan dengan politik uang, sehingga dapat 
memperoleh kepercayaan dari masyarakat.7 
Partai politik atau peserta pemilu wajib menyampaikan Laporan Dana 
Kampanye kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU. Audit kepatuhan dilaksanakan 
untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, atau 
ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.8 Audit kepatuhan 
dilaksanakagn dengan menggunakan Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000 
tentang Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan 
Historis yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).9 Peserta 
pemilu bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Dana Kampanye serta 
Asersi atas kepatuhan peserta pemilu dalam peraturan undang-undang yang terkait 
dengan Dana Kampanye. Laporan dana kampanye yang baik adalah laporan yang 
                                                          
6 Fitriyah, “Cara Kerja Politik Uang,” Jurnal Politika 6, no. 2 (2015). 
7 Yayuk Alfi Rohmah, Artie Arditha R, and Dian Nirmala Dewi, “Prosedur Audit Dana Kampanye 
Untuk Calon Kepala Daerah Pada KAP ZK,” no. 8 (2016). 
8 Alvin A. Arens, Randal J. Elder, and Mark S. Beasley, Auditing & Jasa Assurance, Kelimabela. 
(Penerbit Erlangga, 2014). 
9 “SK No. 1781 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye 
Pemilihan Umum” (2018). 
 


































telah disiapkan, disusun, dan dikerjakan berdasarkan Standar pelaporan yang telah 
ditetapkan oleh KPU. Setelah peserta pemilu menyerahkan laporan kepada KPU, 
selanjutnya KPU akan menyerahkan laporan peserta pemilu kepada KAP. KPU 
bertanggung jawab menunjuk KAP untuk melaksanakan audit Laporan Dana 
Kampanye. Sedangkan KAP bertanggung jawab pada pernyataan pendapat atas 
kepatuhan terhadap Asersi Peserta Pemilu dalam semua hal yang material terhadap 
persyaratan yang sesuai dengan peraturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh KPU 
dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). 
Pemberian opini kepatuhan atau ketidakpatuhan laporan dana kampanye 
peserta pemilu atau partai politik dilakukan oleh KAP. Tujuan audit laporan dana 
kampanye yang dilakukan oleh KAP adalah untuk meyakinkan publik atau 
masyarakat bahwa laporan dana kampanye peserta pemilu  atau partai politik telah 
memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ditetapkan oleh Undang-
Undang. Arah akuntabilitas bukan memanjat ke atas hierarki tentang laporan 
kinerja, melainkan menghitung sekecil apa pun yang dilakukan oleh individu, 
lembaga, pimpinan maupun non-pimpinan ketika menerima amanah dari publik 
baik melalui pemilihan umum maupun penunjukan pejabat.10 Transparansi dalam 
dana kampanye sendiri bertujuan agar pemilih atau masyarakat dapat  mengakses 
informasi yang lengkap dan akurat terkait dengan sumber penerimaan dan 
pengeluaran dana kampanye oleh peserta pemilu yang dipilih. Dilihat dari 
penelitian Iwan Sugiwa dkk, dari hasil audit laporan dana kampanye masyarakat 
                                                          
10 Miftah Thoha, Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia 
Group, 2014). 
 


































dapat menilai apakah pilihannya telah taat pada aturan serta transparan terhadap 
pengelolaan dana kampanyenya.11 Sementara itu, realitas yang ada menunjukkan 
masih lemahnya kesadaran dan kepatuhan partai politik untuk membuat laporan 
pertanggungjawaban atas penggunaan dananya. Peserta pemilu atau partai politik 
melaporkan dana kampanye hanya sebagai syarat administrasi atau formalitas saja, 
tanpa mengetahui bahwa laporan yang dibuat sangat penting bagi masyarakat.  
Pada pemilu 2019 di Jawa Timur peserta pemilu telah menyerahkan laporan 
dana kampanye, dari 16 partai politik yang ada di Jawa Timur masih ada beberapa 
laporan dana kampanye partai politik yang dinyatakan tidak patuh dalam 
penyusunannya. Beberapa partai politik di Jawa Timur yang ditemukan 
ketidakpatuhan diantaranya adalah PKB mendapatkan 4 ketidak patuhan dari 22 
asersi kepatuhan; Partai Garuda 6 ketidakpatuhan dari 22 asersi kepatuhan; serta 
partai Gerindra dan Nasdem yang tidak dijelaskan jumlah ketidakpatuhan. 
Ketidakpatuhan dalam laporan dana kampanye biasa terjadi dari sebagian partai 
politik.12 Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau yang dikenal 
dengan Formappi, menilai bahwa ada persoalan mendasar terkait kesadaran peserta 
pemilu atau partai politik untuk bertindak jujur dan taat atas laporan dana 
kampanye. Lucius Karus menyatakan bahwa benar atau tidaknya jumlah yang 
dilaporkan bukan perkara penting bagi penyelernggara, melainkan yang paling 
penting adalah ada atau tidak adanya laporan dana kampanye dan  laporan dana 
                                                          
11 Iwan Sugiwa, Muthia Putri, and Hasan Kamal, “Audit Laporan Dana Kampanye Di Provinsi 
Bali Pada Pemilu Legislatif 2014” 14, no. 1 (2015). 






































kampanye yang disampaikan tepat waktu atau tidak.13 Dengan banyaknya laporan 
dana kampanye yang mendapat opini ketidakpatuhan, maka akan mengurangi 
kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang didukung.  
Ada beberapa penelitian terdahulu yang ditulis oleh Yuli Handayani pada 
tahun 2015 yang berjudul “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap 
Pengelolaan Keuangan Partai Politik (Studi pada 9 Partai Politik di Kota Bandung)” 
menunjukkan bahwa secara parsial transparansi berpengaruh secara signifikan 
terhadap pengelolaan keuangan partai politik dan akuntabilitas juga berpengaruh 
signifikan. Sedangkan secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap 
pengelolaan keuangan partai politik.14 Namun, dalam penelitian yang ditulis oleh 
Yuli tidak dijelaskan lebih rinci terkait laporan dana kampanye, melainkan berfokus 
pada transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik. Selanjutnya penelitian 
dari Sugiono Poulus yang berjudul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas 
Partai Politik dalam Menyusun Laporan Dana Kampanye Terhadap Efektivitas 
Pelaksanaan Prosedur Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif 2009”.15 
Hasil dari penelitian yang ditulis oleh Sugiono menyatakan bahwa terdapat 
pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap efektivitas prosedur audit dalam 
laporan dana kampanye. Objek penelitian Sugiono adalah partai politik bukan pada 
KAP yang melaksanakan audit dana kampanye. Selain itu, peneliti pernah magang 
                                                          
13 Christoforus Ristianto, “Kejujuran Jadi Persoalan Mendasar Laporan Dana Kampanye,” 
Kompas.Com, 2019, https://nasional.kompas.com/read/2019/05/03/14234591/kejujuran-jadi-
persoalan-mendasar-laporan-dana-kampanye. 
14 Yuli Handayani, “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan 
Partai Politik ( Studi Pada 9 Partai Politik Di Kota Bandung )” (2015). 
15 Sugiono Poulus, “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Partai Politik Dalam Menyusun 
Laporan Dana Kampanye Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Laporan Dana 
Kampanye Pemilu Legislatif 2009” (2009). 
 


































di salah satu KAP dimana pada saat itu peneliti membantu mengaudit laporan dana 
kampanye, dari yang peneliti temukan pada saat mengaudit laporan dana kampanye 
masih banyak peserta pemilu yang menyusun dan melaporkan laporan dana 
kampanye hanya sebagai formalitas saja tanpa menggunakan prinsip akuntabel dan 
transparan. Oleh karena itu peneliti ingin membuktikan bahwa penerapan 
akuntabilitas dan transparansi dalam laporan dana kampanye sangat penting dan 
berpengaruh dalam opini kepatuhan yang diberikan oleh auditor, agar penyampaian 
laporan dana kampanye yang dilakukan oleh partai politik atau peserta pemilu tidak 
dilakukan hanya sebagai formalitas saja, melainkan sebuah pertanggungjawaban 
pada saat pelaksanaan kampanye. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka 
peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai transparansi dan akuntabilitas 
dalam pemberian opini kepatuhan laporan dana kampanye oleh KAP kepada 
peserta pemilu atau partai politik dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Vertikal 






B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas vertikal terhadap laporan asurans 
independen dana kampanye? 
 


































2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas horizontal terhadap laporan asurans 
independen dana kampanye? 
3. Bagaimana pengaruh akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal 
terhadap laporan asurans independen dana kampanye? 
C. Tujuan Penelitian 
Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh akuntabilitas 
vertikal terhadap laporan asurans independen dana kampanye. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh akuntabilitas 
horizontal terhadap laporan asurans independen dana kampanye. 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh akuntabilitas 






































D. Kegunaan Hasil Penelitian 
Kegunaan hasil penelitian ini adalah: 
1. Kegunaan Teoritis: 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan lebih dalam 
mengenai ilmu akuntansi, khususnya pada pengaruh akuntabilitas dan 
transparansi terhadap tingkat kepatuhan opini audit dana kampanye. 
Serta dapat dijadikan referensi dalam peneliti selanjutnya. 
2. Kegunaan praktis: 
Penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi para peserta pemilu atau 
partai politik agar menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas 
dalam laporan dana kampanye. Serta sebagai bahan referensi bagi 
auditor junior dalam memberikan opini pada saat mengaudit laporan 
dana kampanye.  
 






































A. Landasan Teori 
 
1. Akuntabilitas 
Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban untuk 
mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan 
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 
telah ditentukan sebelumnya, melalui suatu media yang dilaksanakan 
secara periodik.16 Pengertian akuntabilitas menurut Peraturan 
Pemerintah17 “Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas 
pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang 
dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan.” 
Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 
berhasil atau tidaknya sebuah amanah yang telah diberikan kepada 
                                                          
16 Mardiasmo, “Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor 
Publik,” Jurnal Akuntansi Pemerintahan 2, no. 1 Mei (2006). 
17 PP No. 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010. 
 


































pihak-pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan atau sasaran 
yang telah ditentukan. 
Tujuan akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban atas apa yang 
harus dipertanggungjawabkan berdasarkan hal yang terjadi, lalu 
membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi. Adanya 
akuntabilitas tidak hanya bertujuan untuk mencari jawaban atas apa 
yang akan dipertanggungjawabkan, tetapi juga untuk menghindari 
terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 
melanggar peraturan. 
Akuntabilitas sudah menjadi kewajiban bagi suatu organisasi 
pemerintah untuk menjelaskan hasil kinerja pemerintah apakah berhasil 
atau tidak, serta apakah telah sesuai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan dan dilaporkan secara periodik. 
Akuntabilitas dibedakan menjadi dua macam18, yaitu : 
1. Akuntabilitas Vertikal (vertical accountability) adalah 
pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang 
lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit kerja kepada 
pemerintah daerah; pemerintah daerah kepada pusat; dan 
pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR). Dalam akuntabilitas vertikal dapat dilihat dalam 
pelaporan dana kampanye oleh parpol, laporan dana kampanye 
yang dilaporkan kepada KPU harus lengkap terkait bukti dan 
                                                          
18 Mardiasmo, Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah (Yogyakarta: Andi, 2004). 
 


































dokumen-dokumen pendukungnya. Tidak hanya kelengkapan 
laporan dana kampanye saja yang harus dilakukan oleh parpol, 
tetapi parpol juga harus menyerahkan laporan dana kampanye 
secara tepat waktu kepada KPU setelah kampanye berakhir guna 
untuk diaudit oleh KAP. 
2. Akuntabilitas Horizontal (horizontal accountability) adalah 
pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat luas, 
khususnya kepada para pengguna atau penerima layanan 
organisasi yang bersangkutan. Salah satu cara untuk 
mempertanggungjawabkan peran pemerintah kepada 
masyarakat adalah dengan menggunakan prinsip transparansi 
karena transparansi pendanaan partai politik sangat penting 
untuk memperoleh kepercayaan warga negara dalam politik.19 
Menurut The Transparancy and accountability Initiative 
(T/A Initiative), Transparansi sebagai suatu prinsip, yang 
berhubungan dengan pejabat publik, pegawai negeri, para 
direktur dan para manajer perusahaan serta organisasi yang 
mempunyai kewajiban untuk bertindak secara terbuka (visibly), 
dapat diprediksi (predictably) dan dapat dipahami dalam 
mempromosikan atau mengajak partisipasi publik dan 
                                                          
19 Markus H Simarmata, “Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik Dan Kampanye 
Pemilihan Umum” 15, no. 01 (2018). 
 


































akuntabilitas.20 Transparansi juga diartikan sebuah kewajiban 
bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan 
dalam proses memberikan keputusan dan penyampaian 
informasi.  
Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
transparansi merupakan sebuah kewajiban untuk memberikan 
informasi secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi kepada 
pihak yang membutuhkan informasi terkait dengan pelayanan 
masyarakat atau publik. Melalui transparansi dalam 
penyelenggaraannya, pemerintah memberikan kesempatan bagi 
masyarakat untuk mengetahui kebijakan yang akan dilakukan 
atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Masyarakat juga dapat 
memberikan feedback terhadap kebijakan yang telah dipilih oleh 
pemerintah.21 
Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan pemerintah, perlu 
memperhatikan prinsip-prinsip untuk pelaksanaan akuntabilitas, 
diantaranya22: 
                                                          
20 Bayu Nurcahyo, Monteiro, and Soebandi, “Analisis Kepatuhan, Transparansi Dan Akuntabilitas 
Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pengelolaan Penerimaan Dan Penggunaan Dana 
Kampanye (Studi Kasus Di KPU Kabupaten Sidoarjo).” 
21 Jitmau Fanny, Kalangi Lintje, and Lambey Linda, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan 
Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten 
Sorong)” (2017). 
22 Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dan Badan Pemeriksaan Keuangan Dan Pembangunan 
(BPKP), 2000. 
 


































a. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk 
melakukan pelaksanaan misi agar akuntabel; 
b. Dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
c. Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang 
telah ditetapkan; 
d. Berorientasi pada pencapian visi dan misi serta hasil dan manfaat 
yang diperoleh; 
e. Jujur, objektif, transparan dan inovatif dalam penyusunan 
laporan akuntabilitas. 
2. Teori Kepatuhan (Compliance Theory) 
Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya suka, 
menurut, dan taat kepada perintah atau aturan yang telah ditetapkan. 
Kepatuhan berarti tunduk, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan 
yang berlaku. Kepatuhan dapat dinilai dari ketaatan semua aktivitas 
yang dilakukan telah sesuai dengan kebijakan, aturan, dan undang-
undang yang berlaku.  
Menurut Tyler dalam Saleh (2004) terdapat dua perspektif dasar 
kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif 
instrumental merupakan individu dengan kepentingan pribadi dan 
tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku 
seseorang. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan 
 


































berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.23 Seseorang yang 
patuh terhadap hukum biasanya dianggap sesuai dan konsisten terhadap 
norma-norma yang berlaku di lingkungan mereka. Komitmen normatif 
melalui moralitas berarti patuh terhadap hukum karena hukum dianggap 
suatu keharusan. Sedangkan komitmen normative melalui legitimasi 
berarti patuh terhadap peraturan karena otoritas penyusun hukum yang 
hanya memiliki hak untuk mendikte perilaku seseorang. Kepatuhan 
dalam menyampaikan laporan keuangan berarti harus menaati standar 
atau hukum yang telah diatur oleh pihak yang berwenang dalam bidang 
tertentu. Pelaporan dana kampanye yang disusun oleh partai politik 
harus sesuai dengan Peraturan KPU No. 24 Tahun 2018, perubahan 
pertama PKPU No. 29 Tahun 2018, dan perubahan kedua PKPU No. 34 
Tahun 2018 tentang dana kampanye. Hasil pemeriksaan kepatuhan 
pelaporan dana kampanye yang dilakukan oleh Akuntan Publik akan 
dilaporkan kepada KPU. 
3. Laporan Dana Kampanye 
Kampanye adalah suatu kegiatan yang bersifat sosial, ekonomi, atau 
politik yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari pihak lain baik 
perseorangan maupun organisasi. Sedangkan kampanye politik adalah 
bentuk aplikasi komunikasi politik yang dilakukan oleh seseorang, 
sekelompok manusia, atau organisasi politik untuk membentuk dan 
                                                          
23 R Saleh, “Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur Di 
Bursa Efek Jakarta,” Simposium Nasional Akuntansi (2004). 
 


































membina citra dan opini publik yang positif, agar terpilih dalam suatu 
pemilihan umum.24 Kampanye yang dilaksanakan dalam pemilu biasa 
dilakukan oleh para juru kampanye partai politik. Juru kampanye yang 
ditunjuk oleh parpol juga dapat melakukan beberapa jenis kampanye, 
seperti kampanye dialogis, kampanye monologis, dan kampanye 
organisasi. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh juru 
kampanye, diantaranya adalah: (1) kredibilitas (tingkat kepercayaan 
khalayak kepada dirinya); (2) attractive (daya tarik); dan (3) power 
(kekuatan).  
Pelaksanaan kampanye tentunya membutuhkan biaya untuk 
kebutuhan pada saat kampanye, biaya yang digunakan disebut juga 
sebagai dana kampanye. Dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa 
uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai 
kegiatan kampanye.25 Pengelolaan dana kampanye pada saat kampanye 
dimulai sampai berakhir akan dicatat dalam laporan dana kampanye. 
Laporan dana kampanye merupakan wadah untuk menyampaikan 
pertanggungjawaban yang dapat memberikan informasi terkait 
keuangan yang diperoleh maupun digunakan pada saat kampanye. 
Laporan dana kampanye dibagi menjadi 3 laporan, diantaranya: 
1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), adalah pembukuan 
yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal, 
                                                          
24 Arifin, Perspektif Ilmu Politik. 
25 “SK No. 1781 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye 
Pemilihan Umum.” 
 


































rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh 
sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang 
bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik, Calon Anggota 
DPD atau pihak lain.26 
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), 
adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang 
diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada 
KPU. 
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 
(LPPDK), adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan 
dan pengeluaran Dana Kampanye.  
Dana kampanye yang dilaporkan oleh peserta pemilu harus 
sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU No. 24 Tahun 2018, 
Peraturan KPU No. 29 Tahun 2018 atas perubahan PKPU No. 24 
Tahun 2018, dan Peraturan KPU No. 34 Tahun 2018 atas perubahan 
kedua PKPU No. 24 Tahun 2018. Tujuan adanya pelaporan dana 
kampanye adalah untuk menciptakan pemilu yang transparan dalam 
penggunaan dana kampanye. Setelah kampanye berakhir, peserta 
pemilu harus menyerahkan laporan dana kampanye kepada KPU 
sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 
kampanye. Setelah itu KPU menyerahkan laporan dana kampanye 
kepada KAP untuk diaudit. KAP mempunyai waktu untuk 
                                                          
26 PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu 
 


































mengaudit paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak laporan dana 
kampanye diterima dari peserta pemilu. 
4. Audit Kepatuhan 
Pengertian dari auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti 
tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian 
antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan.27  Sedangkan 
pengertian audit menurut Sukrisno Agoes adalah suatu pemeriksaan 
yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, 
terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta 
catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan 
tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan 
keuangan tersebut.28 Dari beberapa pengertian di atas, dapat 
disimpulkan bahwa pengertian audit adalah suatu proses pemeriksaan 
secara sistematis terhadap laporan keuangan, dan memberikan opini 
terhadap laporan keuangan yang telah diperiksa apakah telah sesuai 




                                                          
27 Arens, Elder, and Beasley, Auditing & Jasa Assurance. 
28 Ibid. 
 


































Jenis-Jenis audit ada 3, diantaranya adalah29: 
1) Audit Operasional 
Audit operasional biasanya dilakukan untuk mengevaluasi 
efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode 
operasi organisasi.  
2) Audit Ketaatan (Compliance Audit) 
Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak 
yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan 
tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. 
3) Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 
Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah 
laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria 
tertentu dan telah memenuhi standar yang berlaku.  
Audit kepatuhan adalah program kerja yang menentukan apakah 
pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur dan aturan tertentu yang 
telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Audit kepatuhan 
(Compliance Audit) yang diatur oleh Statement on Auditing Standars 
(SAS) bertujuan untuk membantu memastikan kepatuhan perusahaan 
atau organisasi terhadap aturan, baik secara internal maupun eksternal.30 
Selain itu, tujuan audit kepatuhan untuk mengetahui sejauh mana klien 
yang di audit telah mengikuti prosedur, tata cara, serta peraturan yang 
                                                          
29 Ibid. 
30 Wahyudi Purwanto, “Audit Compliance,” last modified 2016, 
http://spi.uinalauddin.ac.id/index.php/2016/11/14/audit-compliance/. 
 


































dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi. Setelah dilakukannya audit 
kepatuhan, hasil audit kepatuhan akan dilaporkan kepada pihak 
berwenang yang memberi peraturan tersebut.  
Auditor biasanya akan mempertimbangkan terlebih dahulu 
peraturan dan hukum yang dipahaminya sebagai hal yang memiliki 
pengaruh langsung dan material dalam penentuan jumlah-jumlah yang 
disajikan dalam laporan keuangan.31 Sebagai contoh, peraturan yang 
telah dibuat oleh KPU kepada peserta pemilu agar menyusun laporan 
dana kampanye sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah 
ditetapkan. Dengan adanya penerapan hukum dan peraturan tersebut, 
laporan dana kampanye peserta pemilu akan diperiksa oleh auditor yang 
telah ditunjuk KPU. Auditor juga harus mempertimbangkan hukum dan 
peraturan dari sudut pandang hubungan hukum dan peraturan dengan 
tujuan audit yang ditentukan atas dasar pernyataan dalam laporan 
keuangan bukan semata-mata dari sudut pandang hukum.   
Karakteristik audit kepatuhan meliputi: 
1) Pihak yang mempekerjakan auditor biasanya sering menentukan 
unsusr-unsur yang harus diaudit dan hukum/peraturan yang 
harus dipatuhi. 
2) Auditor yang dipekerjakan oleh entitas, juga mempunyai 
kepentingan dalam menentukan apakah standar sudah dipatuhi 
atau tidak. 
                                                          
31 Asfufi Nanang, “Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit)” (2015). 
 


































3) Laporan auditor ditujukan kepada pimpinan atau pihak 
organisasi yang telah mempekerjakan auditor. 
Auditor yang melakukan audit kepatuhan pada umumnya 
dianggap independen, karena auditor tidak terlibat langsung dalam 
pelaksanaan aktivitas yang diauditnya, setelah itu auditor melapor 
kepada otoritas yang lebih tinggi daripada yang diauditnya. 
5. Laporan Asurans Independen 
Laporan asurans independen atau yang biasa dikenal dengan LAI 
adalah suatu bentuk laporan atas pernyataan dari auditor yang 
memberikan kesimpulan opini terhadap laporan keuangan klien 
berdasarkan pertimbangan bukti yang diterima oleh auditor apakah 
sudah sesuai dengan hukum atau ketentuan yang berlaku. Laporan yang 
dilaporkan auditor harus disusun sesuai dengan SPA 3000. SPA 3000 
ini berlaku untuk audit atas laporan asurans auditor jasa yang berisi 
ketentuan terkait dengan beberapa topik seperti penerimaan, perikatan, 
perencanaan, bukti, dan dokumentasi yang berlaku pada semua 








































Penerimaan dalam SPA 3000 adalah sebuah laporan dapat 
diterima apabila pihak yang diberi kontrak menunjukkan 
pertanggungjawaban terhadap laporan yang dilaporkan. 
2) Perikatan 
Perikatan dalam SPA 3000 ditujukan kepada pihak praktisi 
agar melaksanakan perikatan asurans. 
3) Perencanaan 
Perencanaan dalam SPA 3000 merupakan suatu proses yang 
dilakukan setelah perikatan untuk menentukan kondisi yang 
akan dilakukan agar tidak menyebabkan terjadinya 
kesalahan penyajian material dalam informasi. 
4) Bukti 
Bukti dalam SPA 3000 yakni praktisi harus memperoleh 
bukti yang cukup dan tepat sebagai basis untuk menyatakan 
kesimpulan. 
5) Dokumentasi 
Dokumentasi dalam SPA 3000 ditujukan kepada praktisi 
agar selalu mendokumentasikan hal-hal yang signifikan 
dalam menyediakan bukti yang mendukung bahwa laporan 
asurans dilaksanakan berdasarkan SPA. 
 


































Kepatuhan pada SPA 3000 mengharuskan auditor agar patuh 
terhadap kode etik, dan mengimplementasikan prosedur pengendalian 
mutu yang berlaku pada perikatan individu.32 
 
  
                                                          
32 “SPA 3402 ‘Laporan Asurans Atas Pengendalian Pada Organisasi Jasa’, IAPI” (2016). 
 


































B. Penelitian Terdahulu yang relevan   
Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu 
No. Judul Tahun Penulis Persamaan Perbedaan Hasil 
1. Pengaruh Transparansi dan 
Akuntabilitas terhadap 
Pengelolaan Keuangan Partai 
Politik (Studi pada 9 Partai 
Politik di Kota Bandung) 
2015 Yuni Handayani Akuntabilitas laporan 
keuangan partai politik 
sebagai variabel 
independen, dan metode 
penelitian. 
Variabel dependen adalah 
pengelolaan keuangan 
partai politik, objek 
penelitian ditujukan kepada 
parpol, dan data yang 
digunakan adalah berupa 
kuesioner. 














keuangan partai politik 
2. Pengaruh Transparansi dan 
Akuntabilitas Partai Politik 
dalam Menyusun Laporan 
Dana Kampanye Terhadap 
Efektivitas Pelaksanaan 
Prosedur Audit Laporan Dana 
Kampanye Pemilu Legislatif 
2009 
2009 Sugiono Paulus Akuntabilitas partai politik 
sebagai variabel 
independen, metode 
penelitian, dan terdapat 
penjelasan terkait audit 
dana kampanye. 
Variabel dependen, objek 
penelitian ditujukan kepada 
parpol, meskipun 
membahas audit dana 
kampanye tetapi tidak ada 
pembahasan yang terkait 
opini audit dana kampanye. 
 













































prosedur audit dalam 
laporan dana kampanye. 
3. Analisa Tingkat Kepatuhan 
Pelaporan Dana Kampanye 
Partai Politik Peserta Pemilu 
Berdasarkan Hasil Audit 
Laporan Dana Kampanye Di 
Provinsi Bali Pada Pemilu 
Legislatif 2014 






kepatuhan laporan dana 
kampanye parpol yang 
dilihat dari hasil audit 
laporan dana kampanye. 
Metode penelitian yang 
digunakan, objek 
penelitian, dan kurangnya 
penjelasan terkait 
akuntabilitas laporan dana 
kampanye. 
Hasil penelitian ini 
mengungkapkan bahwa 
92% dari  5 partai 
politik di 
kabupaten/kota di 
provinsi Bali telah 
memenuhi unsur 
kepatuhan ketepatan 
waktu pelaporan dan 
pelaporan sumbangan 
dana kampanye pada 
pemilu legislatif 2014. 
4. Analisis Kepatuhan Pelaporan 
Dana Kampanye Pilkada 
2018 dalam Perspektif PKPU 
No. 5 Tahun 2017 (Studi 
Kasus Hasil Audit KAP RAS 






laporan dana kampanye 
yang telah di audit oleh 
KAP 
Perspektif dalam penelitian 
ini berdasarkan PKPU No. 
5 Tahun 2017 dan metode 
penelitian 
Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
pelaporan dana 
kampanye dari paslon 
no.3 pilkada Sukamara 
tahun 2018 belum 
masuk kategori patuh 
secara keseluruhan. 
5. Analisis Kepatuhan, 
Transparansi Dan 
Akuntabilitas Laporan Dana 
Kampanye Partai Politik 
Dalam Pengelolaan 
Penerimaan Dan Penggunaan 
Dana Kampanye (Studi Kasus 
Di Kpu Kabupaten Sidoarjo) 




Adanya pembahasan terkait 




Metode penelitian adalah 
kualitatif dan objek 
penelitian dilakukan di 
KPU bukan di KAP 
Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
terdapat 12 partai politik 
yang melanggar hukum 
dengan tidak 
menerapkan prinsip  
transparan dan 
akuntabel kepada publik 
 


































dalam pelaporan dana 
kampanye partai politik. 
6. Transparansi dan 
Akuntabilitas Penggunaan 
Anggaran Hibah Pilkada dan 
Laporan Dana Kampanye 
Pasangan Calon Bupati dan 
Wakil Bupati Bangli Tahun 
2015 (Studi pada Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) 
Kabupaten Bangli) 
2017 I Gede Aristana 
Diputra, Gede 
Adi Yuniarta, 
dan Edy Sujana 
Pembahasan mengenai 
transparansi dan 
akuntabilitas dalam laporan 
dana kampanye 
Objek yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah 
laporan dana kampanye 
bupati dan pilkada bukan 
pileg, metode penelitian 
yang digunakan adalah 
metode kualitatif 
Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
paslon bupati dan wakil 
bupati di kabupaten 




secara transparan dan 
akuntabel. 




Serentak Tahun 2018 
2018 Hermansyah 
Putra 
Adanya pembahasan terkait 
dimana para peserta pemilu 
dituntut agar bersikap 
transparan dan akuntabel 
dalam pengelolaan 
anggaran dana kampanye. 
Hasil penelitian lebih 
ditujukan kepada peserta 
pilkada dan kurangnya 
penjelasan terkait audit 
dana kampanye 






penting, karena laporan 
tersebut akan di audit 
oleh KAP untuk 
memastikan laporan 
yang di serahkan 
memenuhi aspek 
kepatuhan atau tidak. 
8. Prosedur Audit Dana 
Kampanye untuk Calon 
Kepala Daerah pada KAP ZK 
2017 Yayuk Alfi 
Rohmah, Artie 
Ardhita R., Dian 
Nirmala Dewi 
Pemeriksaan laporan dana 
kampanye oleh Calon 
pilkada  telah sesuai dengan 
prosedur audit yang 
ditentukan oleh KPU yang 
meliputi pengujian asersi 
Tidak ada pembahasan 
mengenai akuntabilitas dan 
transparansi laporan dana 
kampanye 
Hasil penelitian ini 
menunjukkan 
bagaimana prosedur-
prosedur yang dilakukan 
auditor untuk mengaudit 
 


































terhadap Laporan Dana 
Kampanye. 
laporan dana kampanye 
calon kepala daerah. 
9. Peran Auditor Atas Hasil 
Audit Dana Kampanye 
Melalui Prosedur Audit Pada 
Pemilihan Kepala Daerah 
2018 Eka Sri 
Nurhayati 
Sama-sama ada 
pembahasan terkait audit 
dana kampanye yang 
dilakukan berdasarkan 
standar dan aturan yang 




penelitian dilakukan di 
KPU dan kurangnya 
pembahasan mengenai 
akuntabilitas laporan dana 
kampanye oleh peserta 
pemilu. 
 
Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
prosedur audit dana 
kampanye pada pilkada 




dan pengeluaran dana 
kampanye. 
10 Cara Kerja Politik Uang 
(Studi Kasus Pilkada dan 
Pilkades di Kabupaten Pati) 
2015 Fitriyah Adanya pembahasan terkait 
pengelolaan keuangan 
politik pada pemilihan 
umum. 
Objek penelitian ini adalah 
pilkada bukan pileg, tidak 
ada pembahasan mengenai 
dana kampanye, dan 
berfokus pada pengelolaan 
uang politik.  
Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
terdapat kesamaan 
politik uang dalam 
pilkada dan pilkades, 
salah satunya ketika 





Sumber: Jurnal-jurnal penelitian oleh Yuni Handayani (2015); Sugiono Paulus (2009); Iwan Sugiwa, dkk. (2015); Muhammad Habibi 
(2019); Bayu Nurcahyo, dkk. (2018); I Gede Aristana, dkk. (2017); Hermasyah Putra (2018); Yayuk Alfi, dkk. (2017); Eka Sri 
Nurhayati (2018); Fitriyah (2015). 
 
 


































Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan, terdapat perbedaan 
dari  penelitian-penelitian terdahulu yaitu pada objek penelitian, metode 
penelitian, dan berfokus pada opini audit dana kampanye pada pileg 
2019 di Jawa Timur. Sedangkan persamaan dari penelitian terdahulu 
dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait transparansi 
dan akuntabilitas dana kampanye, serta audit dana kampanye. 
C. Kerangka Konseptual 
Kerangka konseptual dalam penelitian ini akan digambarkan 







Gambar 2.1  
Kerangka Konseptual 
Keterangan: 
    : Pengaruh secara parsial 
    : Pengaruh secara simultan 
  




X2: Akuntabilitas Horizontal 
 
X1: Akuntabilitas Vertikal 
 
 



































Hipotesis biasanya diartikan sebagai jawaban yang bersifat 
sementara dari permasalahan penelitian yang mengandung pertanyaan-
pertanyaan ilmiah dan masih memerlukan pengujian. Adapun hipotesis 
yang diajukan dan akan diuji kebenarannya dalam penelitian ini untuk 
menjawab rumusan masalah di atas, yaitu: 
H1 : Akuntabilitas Vertikal berpengaruh terhadap laporan asurans 
independen dana kampanye 
H2 : Akuntabilitas Horizontal berpengaruh terhadap laporan asurans 
independen dana kampanye. 
H3 : Akuntabilitas Vertikal dan Akuntabilitas Horizontal berpengaruh 
terhadap laporan asurans independen dana kampanye.  
 





































A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang 
menggunakan statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. 
Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan analisis data 
berbentuk numerik/angka.33 Jenis statistik deskriptif adalah statistik yang 
digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 
menggambarkan situasi atau kejadian yang terjadi tanpa bermaksud 
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.34 Sedangkan statistik 
inferensial adalah pengambilan sampel, pemilihan analisis, serta 
pengambilan keputusan untuk keseluruhan populasi.  Penelitian ini 
bertujuan untuk memberikan deskripsi statistik, serta menunjukkan 
pengaruh akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal terhadap tingkat 
kepatuhan opini audit dana kampanye.  
                                                          
33 Suryani and Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang 
Manajemen Dan Ekonomi Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). 
34 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015). 
 


































B. Waktu Penelitian 
Pengambilan dan pengolahan data dalam penelitian ini akan 
dilakukan dalam jangka waktu 4 bulan yang ditentukan pada bulan 
November 2019 sampai dengan bulan Februari 2020.  
C. Populasi dan Sampel Penelitian  
Populasi didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari 
suatu objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang 
telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik 
kesimpulannya.35 Populasi dalam penelitian ini adalah 16 partai politik per 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dimana 1 partai politik terdapat 38 laporan 
dana kampanye per Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang telah diaudit oleh 
KAP (Kantor Akuntan Publik). Total populasi dari laporan dana kampanye 
per kabupaten/kota di Jawa Timur adalah 608 laporan dana kampanye.  
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang diambil 
dari populasi tersebut.36 Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 
2 partai politik, jadi total data yang diperoleh untuk penelitian ini adalah 76 
laporan dana kampanye yang telah diaudit oleh KAP. Teknik pengambilan 
sampling dalam penelitian ini termasuk Purposive Sampling. Teknik 
purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel penelitian dengan 
beberapa pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh bisa lebih 
                                                          
35 Suryani and Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang 
Manajemen Dan Ekonomi Islam. 
36 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. 
 


































representatif.37  Pengambilan sampel dilakukan dengan kriteria bahwa KAP 
yang mengizinkan untuk memakai data audit dana kampanye partai politik 
adalah 2 KAP, diantaranya:  
 
Tabel 3.1  
Data KAP (Kantor Akuntan Publik) 
Nama KAP Alamat KAP 
 
KAP Riza, Adi, Syahril dan Rekan 
 
Ruko Rungkut Megah Raya Blok M-
27, Kalirungkut, Surabaya 
 
KAP Luthfi Muhammad dan Rekan 
 
Taman Pinang Indah Blok F12, 
Sidoarjo 
 
D. Variabel Penelitian 
Variabel merupakan gagasan atau ide yang berkembang sebagai 
hasil dari olah mental.38 Variabel juga digunakan sebagai alat yang 
bertujuan untuk membantu dalam memahami gejala yang terjadi di 
lingkungan sekitar. Berdasarkan penelitian yang akan diteliti, terdapat dua 
variabel dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Variabel dependen ( Variabel Terikat) 
Variabel dependen adalah variabel utama dalam sebuah 
penelitian. Variabel dependen merupakan variabel yang 
memberikan respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. 
                                                          
37 Ibid. 
38 Nurlina Muhyiddin, Irfan Tarmizi, and Anna Yulianita, Metodologi Penelitian Ekonomi & 
Sosial (Jakarta: Salemba Empat, 2018). 
 


































Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Laporan Asurans Independen Dana Kampanye (Y) 
2. Variabel Independen (Variabel Bebas) 
Variabel independen adalah variabel yang dapat 
memengaruhi variabel dependen dan dapat menunjukkan 
hubungan positif atau negatif dengan variabel dependen 
(terikat).39 Variabel independen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Akuntabilitas Vertikal (X1) dan 
Akuntabilitas Horizontal (X2). 
E. Definisi Operasional  
1. Variabel Dependen 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah laporan asurans 
independen dana kampanye. Laporan asurans independen dana 
kampanye merupakan hasil keseluruhan dari pemeriksaan laporan dana 
kampanye parpol baik yang tertulis dan berisi suatu pernyataan jelas 
tentang kesimpulan praktisi atas informasi hal pokok dari audit 
kepatuhan pelaporan dana kampanye. Dalam LAI kesimpulah auditor 
dari KAP dilihat dari basis adanya ketidakpatuhan terhadap PKPU No. 
24 Tahun 2018 pada poin asersi yang tidak patuh. Variabel ini dihitung 
dengan menghitung apakah laporan dana kampanye yang dilaporkan 
oleh parpol kepada KAP telah mematuhi beberapa topik dalam SPA 
                                                          
39 Ibid. 
 


































3000 diantaranya: penerimaan, perikatan, perencanaan, bukti, dan 
dokumentasi.  
2. Variabel Independen 
Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini terdiri dari: 
a. Akuntabilitas Vertikal 
Akuntabilitas Vertikal merupakan sebuah 
pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang 
lebih tinggi. Akuntabilitas vertikal biasanya digunakan untuk 
melaporkan laporan keuangannya kepada pihak yang mempunyai 
jabatan lebih tinggi, dalam laporan dana kampanye ini parpol 
menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU. Penelitian ini 
memproksikan akuntabilitas dengan pengungkapan. 
Pengungkapan laporan keuangan seharusnya disajikan dan 
dilaporkan dalam satu periode atau kurun waktu tertentu serta harus 
sesuai dengan standar yang berlaku agar lebih mudah 
mempertanggungjawabannya. Pengungkapan dapat dilihat 
berdasarkan ketepat waktuan penyampaian laporan dana kampanye 
dan kelengkapan bukti/dokumen pendukung laporan dana 
kampanye. Pengungkapan dapat jadikan proksi dari variabel 
akuntabilitas vertikal  yang dapat dihitung dengan menghitung 
jumlah asersi akuntabilitas dalam kertas kerja opini audit yang 
mendapatkan opini patuh. 
b. Akuntabilitas Horizontal 
 


































Akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban 
pemerintah kepada masyarakat luas. Akuntabilitas horizontal dalam 
penelitian ini menjadikan transparansi sebagai proksi. Laporan 
keuangan yang disampaikan tidak boleh ada hal yang dirahasiakan, 
disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda waktu 
penyampaiannya. Penelitian ini memproksikan akuntabilitas 
horizontal dengan transparansi. 
Transparansi dapat dijadikan proksi dalam variable 
akuntabilitas horizontal yang pengukurannya dengan menghitung 
jumlah asersi transparansi dalam kertas kerja opini audit yang 
mendapatkan opini patuh. 
F. Jenis Data dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang berupa hasil audit laporan dana kampanye dari partai 
politik kabupaten/kota di Jawa Timur dalam pileg tahun 2019 atau 
Hasil Opini Audit Laporan Dana Kampanye. Sumber data sekunder 
dalam penelitian ini adalah laporan hasil audit atau laporan asurans 
independen dana kampanye parpol pada pileg 2019 yang telah 
diberikan oleh KAP kepada KPU.  
G. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan observasi lapangan. Dengan cara melakukan 
peninjauan langsung terhadap obyek penelitian untuk mendapatkan 
 


































data utama. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan 
mengambil laporan asurans independen dana kampanye di KAP 
yang telah ditunjuk KPU untuk mengaudit laporan dana kampanye 
partai politik. 
H. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis adalah metode analisis yang digunakan untuk 
menguji keterkaitan atau peluang antara variabel independen dan 
variabel dependen. Analisis data dilakukan bertujuan untuk memberi 
jawaban dari rumusan masalah dan hipotesis yang sudah diajukan. 
Setelah itu, hasil analisis data diinterpretasikan dan ditarik 
kesimpulannya.  
1. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya 
mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Normal atau 
tidaknya suatu data dapat dilihat melalui grafik plot Normalitas atau 
uji One Sample Kolmogrov Smirnov. Kriteria hasil pengujian 
normalitas dengan uji Kolmogrov Smirnov adalah sebagai berikut: 
1) Jika nilai signifikansi > 0,05, maka data berdistribusi 
normal. 
2) Jika nilai signifikansi < 0,05, maka data tidak berdistribusi 
normal. 
 


































b. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji data apakah 
terjadi korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel independen 
dalam suatu model regresi linear berganda. Jika korelasi dari 
variabel-variabel independen tinggi, maka hubungan antara variabel 
dependen dan variabel independen menjadi terganggu. Uji 
multikolinearitas dalam penelitian ini dengan menggunakan nilai 
Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai toleransi.  
Berdasarkan nilai VIF adalah: 
o Nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas 
o Nilai VIF > 10  maka terjadi multikolinearitas 
Berdasarkan nilai toleransi adalah: 
o Nilai toleransi > 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas 
Nilai toleransi < 0,10 maka terjadi multikolinearitas 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah 
model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke 
pengamatan yang lain. Dasar pengambilan keputusan untuk 
menentukan signifikan atau tidaknya heteroskedastisitas adalah: 
o Jika nilai signifikannya (sig) > 0,05 maka tidak terjadi 
heteroskedastisitas 
 






































2. Uji Regresi Linear Berganda  
Regresi linear berganda adalah salah satu metode yang 
digunakan untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara 
beberapa variabel independen (X) terhadap satu variabel dependen 
(Y). Dalam penelitian ini regresi linear berganda digunakan untuk 
mengetahui pengaruh akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas 
horizontal terhadap laporan asurans independen dana kampanye 
partai politik. Bentuk umum rumus dari regresi linear berganda 
adalah sebagai berikut: 
LAI = α + β1 AV + β2 AH + ε 
  Keterangan: 
LAI = Laporan Asurans independen Dana Kampanye 
AV = Akuntabilitas Vertikal 
AH = Akuntabilitas Horizontal 
α = Konstanta 
β1 , β2 = Koefisien 
ε = Erorr 
                                                          
40 Sarwono Jonathan, Prosedur-Prosedur Populer Statistik Untuk Mempermudah Riset Skripsi 
(Metamorfosis, 2012). 
 



































3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk melihat seberapa 
besar kontribusi pengaruh variabel independen (X) secara simultan 
terhadap variabel dependen (Y). Uji koefisien determinasi 
mempunyai ketentuan yaitu jika hasil analisa dalam uji F tidak 
signifikan, maka nilai uji koefisien determinasi tidak dapat 
digunakan untuk memprediksi besaran nilai kontribusi pengaruh 
variabel independen (X) secara simultas terhadap variabel dependen 
(Y).41 
4. Uji hipotesis 
a. Uji F – Statistik (Simultan) 
Uji F digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel 
independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji 
ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang 
digunakan valid atau tidak. Model regresi dikatakan valid apabila 
Fhitung > Ftabel dan dikatakan tidak valid apabila Fhitung < Ftabel.  
b. Uji t – Statistik (Parsial) 
Uji t digunakan untuk menguji apakah masing-masing 
variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen. Uji ini dikatakan signifikan apabila Thitung > Ttabel 
                                                          
41 Sahid Rahardjo, “Makna Koefisien Determinasi (R Square) Dalam Analisa Regrsi Linier 
Berganda,” last modified 2017, https://www.spssindonesia.com. 
 


































dengan kata lain terdapat pengaruh antara variabel independen 
dengan variabel dependen. Sebaliknya, dapat dikatakan tidak 










































A. Deskripsi Umum Objek Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, membuktikan, dan 
menguji apakah akuntabilitas laporan dana kampanye berpengaruh terhadap 
laporan asurans independen dana kampanye partai politik. Lokasi 
pengambilan data yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah 2 KAP 
yang telah ditunjuk KPU untuk mengaudit laporan dana kampanye partai 
politik di Jawa Timur pada pemilu 2019. 
2. Karakteristik Sampel Penelitian 
Populasi dalam penelitian ini adalah 16 partai politik per 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dimana 1 partai politik terdapat 38 laporan 
dana kampanye per Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang telah diaudit oleh 
KAP (Kantor Akuntan Publik). Total populasi dari laporan dana kampanye 
per kabupaten/kota di Jawa Timur adalah 608 laporan dana kampanye. 
Sampel dalam penelitian ini adalah 2 partai politik dimana total laporan 
dana kampanye yang dapat digunakan untuk diteliti adalah 76 laporan dana 
kampanye parpol. Sampel tersebut diambil menggunakan metode purposive 
 


































sampling yakni dengan kriteria KAP yang memberikan izin memakai data 
hasil audit laporan dana kampanye parpol yang telah di audit untuk diteliti.  
B. Analisis Data 
1. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang 
ada, menentukan model analisis yang tepat, serta untuk menghindari 
kemungkinan terjadi masalah dalam analisis regresi. Pengujian yang 
harus dilakukan dalam uji asumsi klasik diantaranya adalah uji 
normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Regresi 
yang baik harus memenuhi uji normalitas serta bebas dari 
multikolinearitas dan heteroskedastisitas. 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya 
mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Normal atau tidaknya 
suatu data dapat dilihat melalui grafik plot Normalitas atau uji One 
Sample Kolmogrov Smirnov. Uji One Sample Kolmogrov Smirnov 
menggunakan acuan pada nilai Asymp. Sig (2-tailed). Berikut hasil uji 







































Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 










Kolmogorov-Smirnov Z .745 
Asymp. Sig. (2-tailed) .635 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Berdasarkan tabel 4.1 hasil uji One Sample Kolmogrov-Smirnov 
dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 
yaitu sebesar 0,635. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
data dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.  
b. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji data apakah terjadi 
korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel independen dalam suatu 
model regresi linear berganda. Uji multikolinearitas dalam penelitian ini 
dengan menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai 
toleransi. Model regresi yang baik yaitu memiliki nilai tolerance > 0,10 
atau nilai VIF < 10. Berdasarkan output spss uji multikolinearitas, 







































Hasil Uji Multikolinearitas 
 
Berdasarkan table 4.2, dapat diketahui bahwa hasil uji 
multikolinearitas dari masing-masing variabel memiliki nilai tolerance 
> 0,1 dan  VIF < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dalam model regresi.  
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model 
regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan 



















3.585 .112  31.89
9 
.000   
Akuntabilitas 
Vertikal 
.117 .028 .581 4.258 .000 .256 3.900 
Akuntabilitas 
Horizontal 
.049 .027 .251 1.837 .070 .256 3.900 
a. Dependent Variable: LAI 
 



































Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser 
 
Dalam tabel 4.3 hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa 
nilai signifikansi variabel akuntabilitas vertikal sebesar 0,852 dan nilai 
signifikansi variabel akuntabilitas horizontal sebesar 0,118. Dari hasil 
uji glejser tersebut diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki 
nilai signifikansi > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model 
regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. 
2. Uji Regresi Linear Berganda 
Uji regresi linear berganda digunakan untuk menentukan hubungan 
sebab-akibat antara beberapa variabel independen (X) terhadap satu 
variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini regresi linear berganda 
digunakan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas vertikal dan 
akuntabilitas horizontal terhadap laporan asurans independen dana 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .207 .035 
 5.898 .000 
Akuntabilitas Vertikal (x1) .002 .009 .041 .188 .852 
Akuntabilitas Horizontal (x2) -.013 .008 -.347 -1.582 .118 
a. Dependent Variable: absres2 
 


































kampanye partai politik. Berdasarkan output spss uji regresi linear 
berganda, diperoleh hasil sebagai berikut: 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 







T Sig.    
B Std. Error Beta    
1 
(Constant) 





.117 .028 .581 4.258 .000    
Akuntabilitas 
Horizontal 
.049 .027 .251 1.837 .070    
a. Dependent Variable: LAI    
 
Berdasarkan table 4.4, diperoleh persamaan regresi linear berganda 
sebagai berikut: 
LAI  = 3,585 + 0,117 AV  + 0,049 AH + ε 
Dimana: 
LAI  = Laporan Asurans Independen 
AV = Akuntabilitas Vertikal 
AH = Akuntabilitas Horizontal 
ε = Faktor pengganggu di luar model 
 


































Penjelasan persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa: 
a. Koefisien konstanta sebesar 3,585 yang artinya jika akuntabilitas 
vertikal (X1) dan akuntabilitas horizontal (X2) dianggal 0 maka 
nilai dari variabel laporan asurans independen (Y) adalah sebesar 
3,585. 
b. Koefisien dari regresi variabel akuntabilitas vertikal (X1) sebesar 
0,117 yang artinya jika variabel akuntabilitas vertikal mengalami 
peningkatan sebesar 1 dan variabel independen lainnya tetap, 
maka variabel laporan asurans independen dana kampanye (Y) 
akan mengalami peningkatan sebesar 0,117. Hal ini menunjukkan 
terdapat pengaruh positif antara akuntabilitas vertikal terhadap 
laporan asurans independen dana kampanye. 
c. Koefisien dari regresi variabel akuntabilitas horizontal (X2) 
sebesar 0,049 yang menunjukkan terdapat pengaruh positif, jika 
variabel independen lainnya tetap dan akuntabilitas horizontal 
mengalami peningkatan sebesar 1, maka variabel laporan asurans 
independen dana kampanye (Y) akan mengalami peningkatan 
sebesar 0,049.  
3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Uji koefisien determinasi digunakan untuk menguji berapa besar 
variabel independen (X) dapat mempengaruhi variabel dependen (Y). 
Berdasarkan output spss, diperoleh hasil koefisien determinasi sebagai 
berikut: 
 













































Berdasarkan tabel 4.5, tersebut dapat dilihat bahwa R Square 
bernilai sebesar 0,651 atau 65%. Hal ini berarti bahwa variabel 
dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 65% 
dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam 
penelitian ini. Dengan beberapa analisa uji di atas dari 2 variabel 
independen hanya 1 variabel independen yang berpengaruh terhadap 
variabel dependen dan 1 variabel independen lainnya tidak 
berpengaruh terhadap variabel dependen. 
4. Uji hipotesis 
a. Uji Simultan (Uji F) 
Uji F digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independen 
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini digunakan untuk 
mengetahui apakah model regresi yang digunakan valid atau tidak. Model 
regresi dikatakan valid apabila Fhitung > Ftabel dan dikatakan tidak valid 
apabila Fhitung < Ftabel. Berikut hasil ouput spss uji F: 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
1 .807a .651 .642 .366 
a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Horizontal, Akuntabilitas Vertikal 
b. Dependent Variable: LAI 
 



































Hasil Uji F (Uji Simultan) 
ANOVAa 








2.181 2 1.090 35.628 .000b 
Residual 2.234 73 .031   
Total 4.414 75    
a. Dependent Variable: ABS_RES 
b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Horizontal, Akuntabilitas 
Vertikal 
 
Berdasarkan tabel 4.6, diperoleh nilai Fhitung sebesar 35.628, 
sedangkan Ftabel dengan dfl = 2 (jumlah variabel independen) dan df2 = 
(73-2-1) = (1 ; 70). Setelah itu dapat dilihat pada tabel F di nilai df 70 pada 
kolom ke 1 sehingga diperoleh nilai sebesar 3,98. Setelah itu dapat diketahui 
bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 35,628 > 3,98. Maka dapat disimpulkan 
bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya variabel akuntabilitas 
vertikal dan akuntabilitas horizontal berpengaruh terhadap laporan asurans 
independen dana kampanye partai politik. 
b. Uji parsial (Uji t) 
Uji t digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel 
independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini 
dikatakan signifikan apabila Thitung > Ttabel dengan kata lain terdapat 
pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. 
 


































Sebaliknya, dapat dikatakan tidak signifikan apabila Thitung < Ttabel. Hasil 
output spss uji t sebagai berikut: 
Tabel 4.7 
Hasil Uji t (Uji Parsial) 







T Sig.    
B Std. Error Beta    
1 
(Constant) 





.117 .028 .581 4.258 .000    
Akuntabilitas 
Horizontal 
.049 .027 .251 1.837 .070    
a. Dependent Variable: LAI    
 
Berdasarkan tabel 4.7, hasil uji parsial (uji t) dapat diketahui bahwa 
nilai Ttabel yaitu 1,292. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka variabel 
independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut 
terdapat beberapa penjelasan diantaranya yaitu: 
1) Hipotesis Akuntabilitas Vertikal (H1) memiliki tingkat 
signifikansi senilai 0.000 < 0,05 dan nilai Thitung sebesar 4,258 
> Ttabel sebesar 1,292. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H0 
ditolak dan H1 diterima, artinya variabel akuntabilitas vertikal 
(X1) berpengaruh secara signifikan terhadap laporan asurans 
independen dana kampanye partai politik (Y). 
 


































2) Hipotesis Akuntabilitas Horizontal (H2) diperoleh nilai 
signifikansi 0,070 < 0,05 dengan nilai Thitung 1,837 > 1,292. 
Dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, artinya variabel 
akuntabilitas horizontal (X2) tidak ada pengaruh secara 
signifikan terhadap laporan asurans independen dana kampanye 
















































Penelitian ini akan menejelaskan tentang pengaruh akuntabilitas 
vertikal dan akuntabilitas horizontal terhadap laporan asurans independen 
dana kampanye partai politik dalam pemilu 2019 di Jawa Timur. Dalam 
teori kepatuhan, dijelaskan bahwa penyampaian laporan keuangan harus 
menaati standar atau hukum yang telah diatur oleh pihak yang berwenang 
dalam bidang tertentu. Penyampaian laporan dana kampanye yang disusun 
oleh partai politik tentunya harus sesuai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan oleh pihak KPU seperti PKPU No. 24 tahun 2018, perubahan 
pertama PKPU No. 29 tahun 2018, dan perubahan kedua PKPU No. 34 
tahun 2018 yang merupakan peraturan terkait dengan pelaporan dana 
kampanye. 
Laporan asurans independen atau yang biasa dikenal dengan sebutan 
LAI merupakan suatu bentuk laporan pernyataan yang dibuat oleh auditor 
untuk memberikan kesimpulan opini terhadap audit laporan dana kampanye 
secara keseluruhan. Laporan asurans independen yang dilaporkan auditor 
harus disusun sesuai dengan SPA 3000. SPA 3000 digunakan untuk 
 


































menetapkan prinsip dasar dan prosedur serta menyediakan panduan bagi 
auditor yang berada di Kantor Akuntan Publik. Akuntabilitas merupakan 
suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala hal yang 
telah dilakukan oleh seseorang maupun organisasi dalam mencapai tujuan 
yang telah ditentukan melalui suatu laporan atau media yang dilakukan 
secara periodik kepada pihalk-pihak yang berkepentingan.  
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan 
analisis data sekunder yang berupa laporan asurans independen atau 
keseluruhan dari kesimpulan opini auditor dalam audit laporan dana 
kampanye yang didapatkan dengan meminta data kepada KAP. 
Berdasarkan hasil purposive sampling terdapat 76 laporan yang menjadi 
sampel. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear 
berganda dengan beberapa uji asumsi klasik melalui software SPSS 21. 
Adapun penjelasan dari hasil penelitian secara parsial dan secara simultan 
yakni sebagai berikut: 
1. Pengaruh Akuntabilitas Vertikal terhadap Laporan asurans independen dana 
kampanye partai politik 
Berdasarkan hasil output spss untuk hipotesis ini, diperoleh bahwa 
nilai Thitung sebesar 4,258 > Ttabel sebesar 1,292 dengan nilai signifikansi 
0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas vertikal 
berpengaruh  terhadap laporan asurans independen dana kampanye partai 
politik. Hasil uji tersebut mendukung hipotesis pertama (H1) yang 
menyatakan bahwa “akuntabilitas vertikal berpengaruh terhadap laporan 
 


































asurans independen dana kampanye”. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Yuli Handayani dengan judul “Pengaruh 
Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Partai 
Politik (Studi pada 9 Partai Politik di Bandung). Hasil dari penelitian yang 
dilakukan oleh Yuli menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh 
signifikan terhadap pengelolaan keuangan partai politik.42 Berbeda dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Sugiono Poulus dengan judul “Pengaruh 
transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam menyusum laporan dana 
kampanye terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit laporan dana 
kampanye pemilu legislative 2009”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Sugiono Paulus menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh 
terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dana kampanye. Hal ini 
dikarenakan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga 
penyelenggara dan pengawas pemilu. Penyelenggara dan pengawas pemilu 
belum menempatkan akuntabilitas dana kampanye sebagai elemen dalam 
membangun pemilu yang berintegritas.43 
Hasil pengujian hipotesis tersebut menunjukkan bahwa partai politik 
yang melaporkan laporan dana kampanye dengan cara 
mempertanggungjawabkan laporannya dengan baik (akuntabilitas vertikal) 
maka tingkat opini tidak patuh yang diperoleh dalam audit dana kampanye 
partai politik tidak akan tinggi dan basis adanya ketidakpatuhan dalam 
                                                          
42 Yuli Handayani, “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan 
Partai Politik (Studi Pada 9 Partai Politik Di Bandung)” (2015). 
43 Sukoyo Yeremia and Paath Carlos KY, “Akuntabilitas Dana Kampanye Lemah,” last modified 
2018, https://www.beritasatu.com/politik/512437/akuntabilitas-dana-kampanye-lemah. 
 


































laporan asurans independen dana kampanye tidak banyak. Hasil penelitian 
ini sesuai dengan teori kepatuhan yang memiliki arti untuk tunduk, patuh, 
dan taat terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan 
dalam menyampaikan laporan keuangan berarti harus menaati standar atau 
hukum yang telah diatur oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, 
laporan dana kampanye yang disusun oleh partai politik harus sesuai dengan 
ketentuan atau peraturan yang telah ditentukan oleh KPU. Apabila laporan 
dana kampanye partai politik disusun hanya sebagai formalitas atau tidak 
sesuai dengan peraturan KPU maka pihak KAP akan memberikan opini 
tidak patuh dalam laporan asurans independen dana kampanye partai 
politik. Banyaknya opini tidak patuh yang didapatkan oleh partai politik 
tentunya akan dipandang buruk oleh masyarakat, dan masyarakat akan 
menganggap bahwa partai tersebut tidak layak untuk dipilih sebagai 
pemimpin dalam pemerintahan. 
2. Pengaruh Akuntabilitas Horizontal terhadap Laporan asurans independen 
dana kampanye partai politik 
Berdasarkan hasil output spss untuk hipotesis ini menunjukkan 
bahwa Thitung 1,827 lebih besar dari Ttabel 1,292 dengan nilai signifikansi 
0,070 < 0,05. Hasil penelitian ini tidak didukung oleh hipotesis kedua (H2) 
yang menyatakan “akuntabilitas horizontal berpengaruh terhadap laporan 
asurans independen dana kampanye partai politik”. Dengan hasil ini dapat 
disimpulkan bahwa akuntabilitas horizontal atau transparansi tidak 
berpengaruh terhadap laporan asurans independen dana kampanye partai 
 


































politik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Yuli Handayani, bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap pengelolaan keuangan partai politik, karena nilai 
signifikansi untuk transparansi dalam penelitian Yuli sebesar 0,614. 
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiono Poulus yang 
menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas 
pelaksanaan prosedur audit laporan dana kampanye.  
Hasil pengujian hipotesis ini menyatakan bahwa semakin transparan 
laporan dana kampanye yang disampaikan oleh partai politik tidak akan 
mempengaruhi banyaknya opini tidak patuh yang diberikan oleh pihak 
KAP. Variabel akuntabilitas horizontal atau transparan tidak dapat 
dijadikan acuan untuk mendapatkan opini patuh dan tidak berpengaruh 
mengurangi basis adanya ketidakpatuhan dalam laporan asurans 
independen dana kampanye partai politik. Transparansi penggunaan dan 
pengelolaan anggaran partai politik dinilai masih buruk, hal ini terbukti 
berdasarkan peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch 
(ICW) menyatakan bahwa laporan keuangan parpol yang bersumber dari 
negara sudah secara patuh dilaporkan oleh parpol kepada Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK).44 Transparansi laporan dana kampanye merupakan faktor 
penting dalam demokrasi khususnya pada pemilu. Namun transparansi juga 
masih menjadi permasalahan besar dalam parpol karena kondisi demokrasi 
                                                          
44 Bayu Nurcahyo, Monteiro, and Soebandi, “Analisis Kepatuhan, Transparansi Dan Akuntabilitas 
Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pengelolaan Penerimaan Dan Penggunaan Dana 
Kampanye (Studi Kasus Di KPU Kabupaten Sidoarjo).” 
 


































yang transparan belum menjadi kebiasaan bagi parpol-parpol di negara 
Indonesia ini.45 Dalam sudut pandang masyarakat, opini patuh atau tidak 
patuh yang diperoleh parpol dalam laporan audit dana kampanyenya tidak 
mempengaruhi pendapat masyarakat terhadap parpol tersebut. Oleh karena 
itu variabel akuntabilitas horizontal atau transparansi tidak dapat dijadikan 
acuan untuk melihat seberapa baik laporan dana kampanye yang telah 
dilaporkan oleh partai politik kepada publik.  
3. Pengaruh Akuntabilitas Vertikal dan Akuntabilitas Horizontal terhadap 
Laporan asurans independen dana kampanye partai politik 
Berdasarkan output spss hasil uji simultan (uji F), diperoleh nilai 
Fhitung sebesar 35,628 lebih besar dari nilai Ftabel yaitu 3,98 dengan nilai 
signifikansinya sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat 
disimpulkan bahwa akuntabilitas vertikal (X1) dan akuntabilitas horizontal 
(X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laporan asurans 
independen dana kampanye partai politik (Y) pada pemilu 2019 di Jawa 
Timur. Hasil tersebut didukung dengan adanya uji koefisien determinasi 
yakni R Square bernilai sebesar 0,651 atau 65%. Hal ini berarti bahwa 
variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 65% 
dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam 
penelitian ini. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Sugiono Poulus dengan berjudul “Pengaruh transparansi dan akuntabilitas 
                                                          
45 Ibid. 
 


































partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye terhadap efektivitas 
pelaksanaan prosedur audit laporan dana kampanye pemilu legislatif 2009”, 
yang menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit 
laporan dana kampanye.46 Hasil penelitian ini juga sesuai dengan peraturan 
KPU No. 24 tahun 2018 yang menyatakan bahwa laporan dana kampanye 
yang baik harus dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip akuntabel dan 
transparan.47 
Akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal mampu 
mempengaruhi laporan asurans independen dana kampanye partai politik. 
Semakin baik partai politik mempertanggungjawabkan laporan dana 
kampanye secara akuntabilitas, maka opini patuh yang didapatkan oleh 
partai politik tentunya akan semakin baik dan basis adanya ketidakpatuhan 
dalam laporan asurans independen dana kampanye partai politik akan 
berkurang. Hal ini dikarenakan partai politik telah mematuhi peraturan yang 
telah ditetapkan oleh KPU serta mampu mempertanggungjawabkan laporan 
dana kampanye kepada otoritas yang lebih tinggi dan juga kepada publik.  
 
                                                          
46 Poulus, “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Partai Politik Dalam Menyusun Laporan 
Dana Kampanye Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Laporan Dana Kampanye 
Pemilu Legislatif 2009.” 
47 “PKPU No. 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilu.” 
 







































Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 
pengaruh akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal terhadap 
laporan asurans independen dana kampanye partai politik pada 
pemilu 2019 di Jawa Timur, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Akuntabilitas Vertikal (X1) secara parsial berpengaruh  terhadap 
laporan asurans independen dana kampanye partai politik (Y). 
Hal ini sesuai dengan output spss yang menunjukkan bahwa 
signifikansi 0,000 > 0,05 dan nilai thitung sebesar 4,258 > Ttabel 
sebesar 1,292. Akuntabilitas vertikal berpengaruh positif 
terhadap laporan asurans independen dana kampanye partai 
politik yang berarti bahwa partai politik yang 
mempertanggungjawabkan laporan dana kampanye secara 
akuntabilitas kepada pihak dengan otoritas lebih tinggi maka 
opini patuh yang didapat akan semakin baik serta basis adanya 
ketidakpatuhan dalam laporan asurans independen dana 
kampanye semakin sedikit. 
 


































2. Akuntabilitas Horizontal (X2) secara parsial tidak berpengaruh 
terhadap laporan asurans independen dana kampanye partai 
politik (Y). Hal ini didukung dengan nilai signifikansi sebesar 
0,070 > 0,05 dan nilai thitung sebesar 1,837 < Ttabel sebesar 1,292 
yang menunjukkan bahwa transparansi atau 
pertanggungjawaban kepada publik belum bisa dijadikan acuan 
untuk mengurangi basis ketidakpatuhan dalam laporan asurans 
independen dana kampanye partai politik karena transparansi 
dalam pelaporan keuangan politik masih buruk. 
3. Berdasarkan hasil uji simultan (uji f), akuntabilitas vertikal (X1) 
dan akuntabilitas horizontal (X2) berpengaruh secara signifikan 
terhadap laporan asurans independen dana kampanye partai 
politik (Y). Dengan nilai signifikansi 0,000 yang tingkat 
signifikan ditingkat 0,05 dan nilai determinasi sebesar 0,651 atau 
65%. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas vertikal dan 
akuntabilitas horizontal dapat meningkatkan opini patuh dalam 
laporan asurans independen dana kampanye partai politik. 
B. Saran 
1. Bagi KPU diharapkan untuk memberi pelatihan dan 
sosialisasi terkait penyusunan laporan dana kampanye 
kepada partai politik agar partai politik dapat menyusun 
laporan dana kampanye sesuai dengan standar peraturan 
yang berlaku. Serta KPU harus memberikan sanksi tegas 
 


































kepada partai politik yang melanggar peraturan dalam 
penyusunan dan pelaporan laporan dana kampanye. 
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